
REKAP 1: K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2026

KODE PRIORITAS NASIONAL
ALOKASI 2026

(RIBU)

01 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia 30.674.348,0

02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan
Ekonomi Biru

4.650.000,0

03 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim
Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

2.500.000,0

04 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan
Penyandang Disabilitas

8.354.000,0

06 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan 93.672.614,0

07 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan 680.916.855,0

08 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur 26.300.000,0

Total 847.067.817,0

KODE SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L
TARGET

2026

ALOKASI 2026

(RIBU)

01 Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan

nasional

306.819.299,0

01.01 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi 79,54

01.02 Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (ITKPU-PUM) 67

02 Meningkatnya kualitas SDM aparatur dan pendidikan kepamongprajaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri 985.876.422,0

02.01 Jumlah program studi IPDN dengan Akreditasi Unggul 8

02.02 Indeks Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (IKAPDN) 39,71

03 Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik 2.063.244.710,0

03.01 Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (IKLDukcapil) 77

04 Meningkatnya kualitas kebijakan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, tata kelola pemerintahan dan aparatur desa, pembangunan dan

pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan administrasi kewilayahan dan trantibumlinmas

4.372.566.887,0

04.01 Indeks Tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri (ITKPDN) 61

04.02 Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan (ITKPK) 62,5

04.03 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas (IPT) 77,5

04.04 Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPDes) 7

04.05 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri (Indeks RB) 90,01

04.06 Persentasi Rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti 55

04.07 Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 89

05 Terwujudnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya 71.492.682,0

05.01 Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Indeks Kinerja GWPP) 72

Total 7.800.000.000,0

KODE PROGRAM

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2026 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

RP PNBP BLU PLN RMP PDN HIBAH PH SBSN HN TOTAL 2027 2028 2029

010.CM Program Pembinaan Kapasitas
Pemerintahan Daerah dan Desa

708.739.193,0 38.277.432,0 0,0 58.363.400,0 0,0 0,0 47.351.498,0 0,0 0,0 0,0 852.731.523,0 876.421.494,0 867.655.963,0 948.995.911,0

010.CP Program Tata Kelola Kependudukan 697.807.858,0 0,0 0,0 1.365.436.852,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.063.244.710,0 2.235.206.421,0 2.296.459.841,0 2.359.801.997,0

010.CR Program Pembinaan Politik dan
Pemerintahan Umum

306.819.299,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 306.819.299,0 215.869.299,0 213.039.125,0 213.739.125,0

010.WA Program Dukungan Manajemen 4.560.837.100,0 16.367.368,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.577.204.468,0 2.437.134.732,0 2.570.297.565,0 2.594.439.919,0

Total 6.274.203.450,0 54.644.800,0 0,0 1.423.800.252,0 0,0 0,0 47.351.498,0 0,0 0,0 0,0 7.800.000.000,0 5.764.631.946,0 5.947.452.494,0 6.116.976.952,0

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

:2. VISI Kementerian Dalam Negeri yang Berorientasi kinerja, Adaptif, Kompeten, Sinergi, dan Inovatif (BerAKSI) sebagai poros Pemerintahan Dalam Negeri Dalam Rangka
Mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

:3. MISI 1. Memperkuat implementasi nilai-nilai Ideologi Pancasila, stabilitas politik dalam negeri, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kualitas demokrasi Indonesia.
2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang inovatif berbasis teknologi.
4. Memperkuat sinergitas dan keselarasan tata kelola pemerintahan dalam negeri, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan kewilayahan berbasis otonomi

daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. PRIORITAS NASIONAL

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

Jakarta, 03 September 2026


